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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak
2.1.1 Pengertian Pajak 

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang cukup potensial. Pendapatan dari sektor pajak digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan oleh karena itu pendapatan dari sektor pajak dewasa ini terus ditingkatkan. Berikut ini penulis akan menguraikan pengertian pajak menurut beberapa ahli.

Pengertian pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul                        “ Perpajakan” mengatakan :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

(2005:1)
Pengertian pajak menurut Waluyo dan Wirawan B. IIyas dalam bukunya               “ Perpajakan Indonesia” mengatakan :

“Pajak adalah iuran kepada negara  (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengaluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

(2003:4)
Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, dapat  disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yang terdiri dari:
· Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan Barang)

· Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta pelaksanaannya.

· Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

· Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengaluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak selain berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara juga berfungsi sebagai alat kebijaksanaan moneter yang mampu mengatur kehidupan ekonomi dan mendorong atau menekan suatu cara hidup.
2.1.2 Jenis Pajak

Jenis pajak  menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul                        “ Perpajakan” dibagi kedalam beberapa kelompok, antara lain:

“ A. 
Menurut Golongannya

B. Menurut Sifatnya

C. Menurut Lembaga Pemungutannya”.

(2005:5-6)
Penjelasan mengenai jenis pajak adalah sebagai berikut:
A. Menurut Golongannya

Jenis pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

· Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

· Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

B. Menurut Sifatnya

Jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

· Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

· Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

C. Menurut Lembaga Pemungutannya

Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

· Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

· Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

· Pajak Propinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

· Pajak Kabupaten/Kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Jenis pajak  menurut Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul                        “ Perpajakan Teori & Kasus” dibagi kedalam beberapa kelompok, antara lain:

“ A. 
Menurut Golongannya

B. Menurut Sifatnya

C. Menurut Lembaga Pemungutannya”.

(2003:6-8)

Penjelasan mengenai jenis pajak adalah sebagai berikut:

A.
Menurut Golongannya

Jenis pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

· Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan.

· Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

B. Menurut Sifatnya

Jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

· Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan.

· Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak ( wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

C. Menurut Lembaga Pemungutannya

Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

· Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

· Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak Daerah terdiri atas:

·    Contoh Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) : pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Izin Penangkapan Ikan di Wilayahnya.

·   Contoh Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) : Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Reklame.

Dari beberapa uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pengelompokan pajak, para wajib pajak dengan mudah dapat mengidentifikasi jenis pajak apa yang harus mereka bayar dan akan mempermudah proses penagihan pajak oleh fiskus.

2.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” dibagi kedalam beberapa kelompok, antara lain:

“ A. 
Fungsi Budgetir (Sumber Keuangan Negara)

   B.
Fungsi Regulerend (Mengatur)”.
(2005:1-2)

Penjelasan mengenai fungsi pajak adalah sebagai berikut:
A. Fungsi Budgetir 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranya.

B. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh:

· Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

· Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

· Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Fungsi pajak menurut Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Teori & Kasus” dibagi kedalam beberapa kelompok, antara lain:

“ A. 
Fungsi Budgetir (Sumber Keuangan Negara)

   B.
Fungsi Regulerend (Mengatur)”.
(2003:2-3)
Penjelasan mengenai fungsi pajak adalah sebagai berikut:

A. Fungsi Budgetir ( Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi Budgetir  artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan.

B. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Contoh:

· Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.

· Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

· Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar divisa negara.

· Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok.

· Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

· Pemberlakukan Tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Dari beberapa uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang mungkin dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dan proyek pembangunan, memperluas lapangan atau kesempatan kerja. Sedangkan pajak berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah baik dalam bidang ekonomi maupun sosial.
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” bahwa dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yang diantaranya adalah:

“ 1. 
Official Assessment System

2. Self Assessment System

3. With Holding System”.

(2005:5-6)

Penjelasan mengenai sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-ciri Official Assessment System :

· Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
· Wajib pajak bersifat pasif.
· Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Self Assessment System :

· Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.

· Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

· Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri With Holding System :

· Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Menurut Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Teori & Kasus” bahwa dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yang diantaranya adalah:

“ 1. 
Official Assessment System

2. Self Assessment System

3. With Holding System”.
(2003:10-11)

Penjelasan mengenai sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

· Menghitung sendiri pajak yang terutang;

· Memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang;

· Membayar sendiri pajak yang terutang;

· Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;

· Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri ( peranan dominan ada pada wajib pajak).
3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak dapat memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk membayar, menghitung, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” mengatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat. Syarat pemungutan pajak terdiri dari:

“ 1. 
Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

3. Tidak Menganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana”.
(2005:2-3)

Penjelasan mengenai syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan).
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis).
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara atau pun warganya.
3. Tidak Menganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial).
Sesuai fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

 Contoh:

· Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.

· Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.

· Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseroan disederhanakan menjadi pajak penghasilan yang berlaku bagi badan maupun perseorangan.
Menurut Erly Suandy dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pajak” mengatakan bahwa yang menjadi syarat dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

“ 1. 
Syarat Keadilan

2. Syarat Yuridis

3. Syarat Ekonomis

4. Syarat Finansial”.
(2002:22)

Penjelasan mengenai syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
1. Syarat Keadilan
Syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (ability to pay) pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Keadilan disini baik keadilan dalam prinsip mengenai prinsip peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik sehari-hari.

Syarat keadilan dapat dibagi menjadi:
· Keadilan Horizontal

Wajib pajak mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama.

· Keadilan Vertikal

Wajib pajak mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang  tidak sama.
2. Syarat Yuridis
Dimana pembayaran pajak harus seimbang dengan kekuatan membayar wajib pajak. Memang kelihatannya bahwa hal ini mudah saja, karena membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Tetapi dalam praktik mengalami kesulitan-kesulitan dalam memperhitungkan pajak. Bagi orang yang berpenghasilan tidak menjadi persoalan. Tetapi mereka yang berpenghasilan tidak tetap hasilnya, maka sukar sekali untuk menentukan kemapuannya atau daya pukulnya. Untuk itu maka kepada wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung sendiri pajaknya dengan cara mengisi SPT secara jujur sesuai dengan kenyataan. Keadaan dalam pelaksanaannya Undang-undang pajak harus diawasi supaya pegawai-pegawai yang diserahi dengan tugas untuk menetapkan pajak, tidak bertindak sewenang-wenang. Untuk mencegah hal ini Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, memberikan kesempatan kepada wajib pajak tidak puas untuk mengajukan keberatan dan banding. Pada tahap pertama, wajib pajak dapat mengajukan keberatannya kepada Direktur Jenderal Pajak. Jika keberatan dari wajib pajak ditolak, maka masih terbuka untuk mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.  
3. Syarat Ekonomis
Yaitu pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dari si wajib pajak. Jangan sampai akibat pemungutan pajak terhadap seseorang, maka orang itu jatuh melarat. Pemungutan pajak tidak boleh menggangu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan/perindustrian, jangan sampai terjadi bahwa dengan adanya pemungutan pajak, perusahaan akan gulung tikar atau pailit. Sebaliknya pemungutan pajak diharapkan bisa membantu menciptakan pemerataan pendapatan.
4. Syarat Finansial
Di mana pajak yang dipungut cukup untuk pengeluaran negara dan hendaknya pemungutan pajak tidak memakan biaya yang terlalu besar. Dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan/penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari penerimaan pajak ke kas Negara/Daerah. Hal ini sesuai dengan fungsi budgetair dari pajak. 

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat yang telah diterapkan agar dapat tercapai suatu hal yang berkesinambungan antara wajib pajak dan penagih pajak serta untuk menghindari hambatan dan perlawanan dari wajib pajak, karena wajib pajak merasa dirugikan oleh fiskus. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat finansial.

2.2 Pemeriksaan Pajak

Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak telah diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan tax compliance (ketaatan pajak) seorang wajib pajak.

Pengertian Pemeriksaan pajak menurut Waluyo dan Wirawan B.IIyas  dalam bukunya “Penyesuaian Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan” mengatakan bahwa:

”Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2001:10)
Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Waluyo dan Wirawan B.IIyas dalam bukunya “Perpajakan Indonesia” mengatakan bahwa:

”Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2000:33)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan tidak hanya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tetapi juga untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.2.2 Jenis Pemeriksaan Pajak

Selama ini pemeriksaan pajak dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas pemeriksaannya, karena untuk memeriksa semua wajib pajak merupakan hal yang tidak mungkin dapat diwujudkan, karena tenaga pemeriksa pajak yang tersedia terbatas jumlahnya. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak tertentu dan wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan yang menurut Erly Suandy dalam bukunya yang berjudul “Perencanaan Pajak”, terdapat lima jenis pemeriksaan yang diantaranya yaitu:

“ 1. 
Pemeriksaan Rutin

2.
Pemeriksaan khusus

3.
Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

4. 
Pemeriksaan Tahun Berjalan

5.
Pemeriksaan Bukti Permulaan”.
(2006:110)

Penjelasan mengenai jenis pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:
1. Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, wajib pajak yang bersangkutan yang pemilihannya terutama berdasarkan sistem kriteria seleksi dan bukan kriteria seleksi.

2. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut.

3. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan wajib pajak domisili, berdasarkan permintaan dari Unit Pelaksanan Pemeriksaan (UPP) yang berada di luar wilayahnya.

4. Pemeriksaan tahun Berjalan adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap wajib pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi.

5. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan yang menurut Hanantha Bwoga, Yoseph Agus, dan Tony Marsyahrul dalam bukunya yang berjudul “Pemeriksaan Pajak Di Indonesia”, terdapat lima jenis pemeriksaan yang diantaranya yaitu:

“ 1. 
Pemeriksaan Rutin

2. Pemeriksaan khusus

3. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

4. Pemeriksaan Tahun Berjalan

5. Pemeriksaan Bukti Permulaan”.
(2005:17-19)
Penjelasan mengenai jenis pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:
1. Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, wajib pajak yang bersangkutan yang pemilihannya terutama berdasarkan sistem kriteria seleksi dan bukan kriteria seleksi.

2. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut.

3. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya.

4. Pemeriksaan tahun Berjalan adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap wajib pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi.

5. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Jenis pemeriksaan merupakan  suatu hal yang ideal, apabila pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak terdaftar. Meskipun demikian, pemeriksaan tetap harus dilakukan, karena ternyata masih banyak wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan.
2.2.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Teori & Kasus” adalah sebagai berikut:

“1.
Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak

2.
Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan  perundang-undangan perpajakan”.

(2005:8)

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy dalam bukunya yang berjudul “Perencanaan Pajak” adalah sebagai berikut:

“1.
Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak

2.
Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan  perundang-undangan perpajakan”.

(2006:106)
Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemeriksaan pajak tidak hanya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tetapi tujuan pemeriksaan juga berguna untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan menentukan luas dan kedalaman pemeriksaan. Penentuan ruang lingkup akan mempengaruhi teknik pemeriksaan yang akan diterapkan, jangka waktu pemeriksaan, dan sasaran atau jenis pajak yang diperiksa. Menurut Hanantha Bwoga, Yoseph Agus, dan Tony Marsyahrul dalam bukunya yang berjudul “Pemeriksaan Pajak Di Indonesia”, ruang lingkup pemeriksaan pajak ditentukan sebagai berikut:
“1.
Pemeriksaan Lapangan
              2.
Pemeriksaan Kantor”.

(2005:23-24)
Penjelasan mengenai ruang lingkup pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:
1. Pemeriksaan Lapangan

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat wajib pajak, yang dapat mencakup kantor wajib pajak, tempat usaha, tempat tinggal, dan tempat lain yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha, juga pekerjaan bebas wajib pajak, serta tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pemeriksaan lapangan dapat meliputi suatu jenis pajak untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang dapat dibedakan sebagai berikut:

· Pemeriksaan Lengkap (PL), dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk kerja sama operasi (KSO) dan konsorsim, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan.

· Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap wajib pajak satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh kepala kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 bulan.

2. Pemeriksaan Kantor

Yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dapat meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana kantor, jangka waktu penyelesaiannya selama 4 minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 minggu. 

Menurut Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Teori & Kasus”, ruang lingkup pemeriksaan pajak ditentukan sebagai berikut:
“1.
Pemeriksaan Lapangan
              2.
Pemeriksaan Kantor”.

(2003:54-55)
Penjelasan mengenai ruang lingkup pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:
1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan ditempat wajib pajak. Pemeriksaan lapangan berkenaan dengan ditemukannya indikasi adanya transfer pricing, yang memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama 2 tahun. Jangka waktu pelaksanaannya ini tidak berlaku jika pemeriksaan dilakukan berkenaan dengan SPT yang menyatakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pemeriksaan ini dilaksanakan dengan:

· Pemeriksaan Lengkap, jangka waktunya adalah 2 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan.

· Pemeriksaan Sederhana, jangka waktunya adalah 1 minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 minggu.

2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 4 minggu. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut ditemukan indikasi adanya transaksi yang mengandung unsur transfer pricing, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa selain jenis pemeriksaan pajak, maka wajib pajak juga dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan ruang lingkupnya, dimana ruang lingkupnya tersebut akan menentukan luas dan kedalaman pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Terdapat perbedaan besar yang perlu difahami oleh wajib pajak atas kedua jenis ruang lingkup pemeriksaan pajak. Pada pemeriksaan lapangan maka pemeriksan akan dilakukan ditempat usaha wajib pajak sedangkan pemeriksaan kantor dilakukan di kantor.
2.2.5 Prosedur Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, pemeriksaan, dan wajib pajak. Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak yang bergabung dalam tim pemeriksa pajak yang susunannya terdiri dari supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota.

Pemeriksaan dilakukan pada hari jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika dipandang perlu, dapat dilanjutkan diluar jam kerja atau hari kerja. Namun apabila saat dilakukan pemeriksaan pajak wajib pajak tidak ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang ada pihak lain yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk berlaku selaku yang mewakili wajib pajak.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”, mengatakan bahwa pemeriksaaan yang baik harus berdasarkan pada prosedur pemeriksaan yang telah ditentukan yaitu:
“ 1.
Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah     Pemeriksaan Pajak (SP3) dan harus memperhatikan kepada wajib pajak yang diperiksa.

2.   Wajib pajak yang diperiksa harus:

· Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
· Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

· Memberikan keterangan yang diperlukan.

· Apabila dalam hal dalam angka 1 wajib pajak tidak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka dalam hal ini tidak berlaku untuk keperluan pemeriksaan.

3. Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu,bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pada huruf b”.

(2003:37)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 545/KMK 04/2000 Pasal 1 Ayat b yang dikemukan oleh M. Rusjdi dalam buku KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
“Pemeriksaan Pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak”.

(2003:24)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak akan berjalan dengan baik apabila dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dimana setiap pemeriksaan pajak harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang merupakan tanda pengenal, selain itu SP3 harus dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak yang disampaikan kepada wajib pajak. Pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2.2.6 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak. Pedoman pemeriksaan pajak merupakan pedoman bagi pemeriksa pajak dalam menjalankan tanggung jawab profesinya sebagai pemeriksa pajak. Menurut Siti Rresmi dalam bukunya yang berjudul                    “ Perpajakan Teori & Kasus “ mengatakan bahwa:

“ Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksaaan Pemeriksaan Pajak, Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak ”.

(2003:58)
Penjelasan mengenai pedoman pemeriksaan pajak pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Umum pemeriksaan pajak

a) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:

· Telah mendapat pendidikan tekhnis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.

· Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan dan objektif serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

· Menggunakan keahlian secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang wajib pajak.

b) Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak

2. Pedoman Pelaksaaan Pemeriksaan Pajak
a) Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan pengawasan yang seksama.

b) Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, Tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.

c) Pendapatan dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak
a) Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
b) Laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan antaranya mengenai:

· Berbagai faktor perbandingan;

· Nilai absolut dari penyimpangan;

· Sifat dari penyimpangan;

· Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;

· Pengaruh penyimpangan;

· Hubungan dengan permasalahan lainnya.

c) Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai tujuan pemeriksaan.
2.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan dapat terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Gustian, Ardiansyah, Irwansyah Lubis dalam bukunya yang berjudul “Pajak Penghasilan Orang Pribadi” mengatakan bahwa dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yang diantaranya adalah:

“A.
Sanksi Administrasi
              B.
Sanksi Pidana”.

(2003:4-5)
Penjelasan mengenai ruang lingkup pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:
A. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1.
Denda sebesar

· Rp 50.000, apabila SPT Masa tidak disampaikan/disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yaitu paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.

· Rp 100.000, apabila SPT Tahunan tidak disampaikan/disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yaitu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
2. Bunga sebesar

· 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak/kurang bayar.

· 2% sebulan dari pajak yang kurang bayar dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur/menunda pembayaran pajak.

· 48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

· 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan, apabila pembayaran/penyetoran yang terutang untuk suatu saat/masa dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran/penyetoran.

3. Kenaikan sebesar

· 50% dari PPh yang tidak/kurang dibayar dalam 1 tahun pajak

· 100% dari jumlah PPh yang tidak/kurang dipotong, dipungut, disetor.

· 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKP kurang bayar tambahan dalam hal ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap dari wajib pajak yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

B. Sanksi Pidana

Dalam undang-undang perpajakan, sanksi pidana dapat terjadi karena adanya unsur:

1. Karena Alpa;

· Tidak menyampaikan SPT.

· Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negera.

2. Dengan Sengaja;

· Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak NPWP atau Nomor Pengukuhan PKP.

· Tidak Menyampaikan SPT.

·  Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap.

· Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.

· Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.

· Tidak meyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
2.4 Wajib Pajak
2.4.1 Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Siti Resmi dalam bukunya “Perpajakan Teori dan Kasus” mengatakan bahwa:

”Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.”

(2003:19)

Pengertian Wajib Pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” mengatakan bahwa:

”Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.”

(2005:12)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang keduanya mempunyai kewajiban untuk memungut atau memotong pajak.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Hak wajib pajak dan kewajiban wajib pajak menurut Siti Resmi dalam bukunya “Perpajakan Teori dan Kasus” mengatakan bahwa dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah:

”Hak  wajib pajak dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah:

1. Mengajukan surat keberatan dan banding

2. Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan

3. Meminta mengembalikan kelebihan pembayaran pajak

4. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah

5. Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kewajiban wajib pajak dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar

3. Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah diterapkan

4. menyelenggarakan pembukuan/pencatatan

5. Jika diperiksa, wajib:

· Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;

· Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan guna memperlancar pemeriksa;

· Memberikan keterangan yang diperlukan.”

(2003:22)

2.5 KepatuhanWajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikut sertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagaian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak.

2.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut ”Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu” dalam buku “Perpajakan” mengatakan bahwa:

”Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari :

· Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;

· Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan;

· Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan

· Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”

(2006:111)

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu”dalam bukunya “Perpajakan”  mengatakan bahwa:

”Kepatuhan Wajib Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.”

(2006:110)
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

2.5.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” mengatakan bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, mengatakan bahwa Wajib pajak dimasukan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

“1.
Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2.
Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

(2006:111)
2.5.3 Manfaat Wajib Pajak Patuh

Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh. Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” mengatakan bahwa Manfaat yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap wajib pajak patuh adalah:

“1.
Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengemabilan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak diajukan wajib pajak diterima untuk Pajak Penghasilan dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.

2.
Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengemabilan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN”.

(2006:114)
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